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WALIKOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 4% TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEMEENTUKAN ORGANISAS]
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEENIS DAERAH
PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA METRO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43, Pasal 44,
Pasa! 44 A, Pasal 44 B, Pasal 44 C, Paszal 44 D, Pasal 44 E,
Pasal 95 ayat (3), Pazal 95 ayat [4) dan Pasal 121 A ayat (2]
Peraturan  Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, maka  Peraturan  Walikota
Metroa MNomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Tckmis Daerah perlu diubah dan
disesuaikan:

. bahwa jumlah PRumah Sakit Umnm Daerah di Kota

Metro vang semula berjumlah 1 [satu) bertambah menjadi 2
(dua) Rumah Sakit Umum Daerah;

. bahwa berdasarkan perbmbangan schagamana dimaksud

huruf a dan b diatas, maka perlu menctapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;

Undang-Undang Nemor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Dati Il Way Kanan, Kabupaten Dati Il Lampung
Timur dan Kotamadya Dati I Metro (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

" Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Republik Indeonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301},

Undang-Undang nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Salkit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomeor
133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3272);
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10.
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentulkan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Kepublik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik indoncsia Nomor 4749) sebagaimana telah
diubah  dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesis Tahon 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Fepublik Indonesia Nomor
HADE):

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 leniang Aparatr Sipil
Megara (Lembaran Negara Hepublk Indonesia Tabun 2004
Momor 5, Tambahan Lembaran Megara Repubhk Tndonesia
Namaor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (entang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tabhun 2014
Nomaor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia
Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kal teralkhir
dengan Undang-Undang Nomor 9@ Tabun 2015 (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Noemor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah [Lembaran MNepara Republik Tndonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) scbagaimana tclah diubah
dengann  Peraturan Pemerintah Nomor Y2 Tahun 2009
[l.ermharan Wegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonewma Normor
BA02);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017  tentong
Maonajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indoncsia Nomor 6037} schapmmans telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tabun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republhik [ndonesia Nomar
BT

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 20153 tentang Pedornan
Organisasi Rumah Salat [Lembaran  Negara  Republik
Indnmesia Tabun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berta Negara
Republile Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagiamana
1eleh divbah dengam Peraturan Mentenn Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 {Berita Ncgara Republik Indonesia Tahun
2018 Momor 157

Peraturan Menteri Dalam WNegeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikas) Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Telmis Dacrah (Berita Negara Republik
Indoncsia Tahun 2017 Nomor 451);
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Menetapkan

12. Peratran  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birckrasi Nomor 41 Tabhun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelakasana Bagl Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indunesia Tahun 2018 Nomor 1273);

13, Peraturan Menteri Keschatan Nomor 3 Tehun 2020 tentang
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakil (Berita Negara Republik
Tndonesia Tahun 2020 Nomor 21);

14, Peraturan  Daerah Hota Metro Nomor ¥ Tahun 2013
lentang  Pembentukan Produk Hukum Daerah [Lembaran
Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomaor 7, Tambahan
lembaran Daerah Kota Mctro Momor 7);

. Peraturan Dacrah Kola Melro Notnor 24 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mctro
(Lembaran Daerah kota Metro Tahun 2016 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Daersh Kole Metio Nomor  24)
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Metto Nomor 9 Tahun 2019 {Lembaran Daerah Kota Metro
Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota
MMetro NMotnor 9);

MEMUTUSEAN :

 PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN 2 ATAS

PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 3 TAHUN 201B
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISAEI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PEMERINTAH
DAERAH KOTA METRO.

Pagal I

Beberapa ketentuan dalam Persturan Walikota Metro Nomor 3
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tate Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dacrah [Berita Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 3)
dinbah schaza benkul ;

1. HKetentuan dalam Paszal 1 engka 11 dihapus dan antara
angka 17 dan anghka 18 digisipkan 1 (satu} angka yaitu
angka 17a, schingga Pasal 1 berbunyi sebagai beriloat,

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikola ini vang dimaksud dengan ¢

1. Kota adalah Kota Metro:

2.  Pemerintah Kora adalah Pemerintah Kota Metro;

3.  Walikota adalah Walikota Melrn;

4, Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Metro;

3.  Perangkalt Daerah adalah unsur pembantu Kepala

Daerah dan DPRD dalam  penyelenggaraan Urasan
Pemerinighan yang menjadi kewenangan Daerah,
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Dewan Perwakilan Ralyat Daerah vang selanjutnya disingkal DPRD
adalah Dewan Perwakilan Kakyat Dacrah Kola Metro;

Bekretaris Dacrah adalah Sekretaris Dacrah Kota Metro;
Peraturan Walikota adalab Peraturan Walikota Metro;

Dinas Daersh adalah Perangkat Daerah vang merupakan unsur pelaksana
urusan pemerintahan vang menjadi kewenangan daerah;

Badan Dacrah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur
penunjang uriaan pemerintahan yvang menjadi kewenangan daerah;

Unit Pelaksana Teknis Dinas vang selanjutnya disinpkat UPTD) adalah
Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mclaksanakan kegiatan telmnis
operagiona]l  vang  secara  longsung  berhubungsn  dengan  pelayanan
masyvarakat;

Unil Pelaksana Teknis Badan yang sclanjutnya disingkal UPTB adalah
Unit Pelaksana Teknis Badan vang melaksanakan kegalan lekms tertento
dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional indukriya,

UrTD Satuan  Pendidiken adalah UPTDED Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan Kota Metro;

UFID Sanggar Seni dan Budeva adalah UPTD Bangpar Scni dan Budays
Dinas Pendidikan dan Kebudavean Kota Metro;

UPFTD Pusat Pelayanan Autis adalah UPTD Pusat Pelayanan Aulis Dinas
Pendidikan dan Kebudayvaan Kota Metro;

UPTT Rumah Sakil Umum Daerah Ahmad Yani (RSUD AZYANI) adalah
UPTD Rumah Sakil Umum Daerah Ahmad Yani (RSUD AYAND Dinas
Keschatan Kota Metro;

. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Sumbersari Bantul (RSUD Sumbersan

Bantull adalah UPTD Rumeh Sakit Umum Daerah Sumbcrsann Bantul
[REUID Sumbersari Bantul} Dinas Keschatan Kota Metro;

UPTD Pusat Kesehatan Masyvarakat [Puskesmas) adalah UPTD Pusat
Eesehatan Masyarakal [Puskesmas) Dinas Kesehatan Kota Mctro;

UPTD Pengairan  adalah UPTD Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kota Metro;

UPTD Pengelolaan Air Minum adalah UPTE Pengelolaan Air Minum Dinasz
Pekeraan Umum dan Tata Ruang Kota Metro,

UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa adalah UPTD RBumah Susun
Sederhana Sewa  (Rusunawa) Dinas  Perumahan dan Kawasan
Permulaman Kota Melro;

UPTD  Perlindungan Perempuan dan Anak adalabh UPTD Perlindungsn
Perempuan dan Anak Thnas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Penpendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mcotro;

UPTD Balai Benih dan Alat Mesin Pertanian [Alsintan) adalah UPTD Balai
Benih dan Alat Mesin Perlanian [Alsintan) Dinas Kerahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Metre;

UFTD Balai Benth lkan (BBl adalah UPTD} Balail Benih Than (BRT] Dinas
Kctahanan Pangan, Pertaman dan Perikanan Kola Metra,

UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) dan Laboratoriuom  Kesehatan
WMasyarakar Veteriner [Kesmavet] adelah UPTD Rumah Potong Hewan
{RPH] dan Laboratorine Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmawct)
DHnas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro,



jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

26,

o

28,

it

30.

31

32,

3B,

o

40.

q1.

43,

UPTD Pusat Kesehatan Hewan [Puskeswan) adalah UPTD Pusat Keschatan
Hewan (Puskeswan] Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kota Metro;

UUPTD Pembibitan Termuak adalah UPTD  Pembibitan Ternak Dinas
Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro;

UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian adalah UPTD Balai
I'claksana Penyulubhan Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Perlanian dan
Perikanan Kola Melro;

UPTD Penpelolaan Akhir Bampah dan Instalas) Lumpur Tinga adalab
UFTD Pengelolaan Akhir Sampah dan Instalasi Lumpur Tinga Dinas
Lingkungan Hudup,

UTTD Penpujian Kendaraan Bermotor adalabh UPTD Pengujian Kendaraan
Bermotor Dinas Perhubungan Kota Metro;

UPTD} Pengelolaan Perparkiran adalah UPTD Pengelolaan Perpatrkiran
Dhinas Perhubungan Kota Metro;

UPTD Terminal Kota adalah UPTD Terminal Eola Dinds Perhubungan
Kota Mctro;

UPTD Terminal Barang Tejo Apung adalah UPTD Termnal Barang Tejo
Apung DHnas Perhubungan Kota Metro;

UPTD Radio Pemeriniah Daerah adalah UPTD Radio Pemernintah Daerah
Dinas Kotmanikesl dan Informatika Kota Metro;

UPTTPengelalaan  Gelanggang Olahraga adalah  UPTD  Pengelolaan
Gelanggang CHahraga Dinas Kepemudaan, Olahrags dan Parmwisala Kota
Metro;

UPTD} Pengelolaan Pasar adalah UPTD DPenpelolaan Pasar Thnas
Perdagangat Kota Metro;

UPTD Metrologi Legal adalah UPTD Metrolog Legal Dhinas Perdagangan
Kota Metro;

UFTB Kas Daerah adalabh UPTB Kas Dacrah Badan Penpelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Metro;

UPTE FPemanfaatan Aset Daecrah adalah UPTE Pemanfastan Ascel Daerah
Badan Penpeclolasn Keuangan dan Asel Daerah Kola Melro;

Tupas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanalan kegialan
tekenis tertonta vang sccara langsung berhubungan denpan masyarakat;

Tugas Tcknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan
telenis tertentu dalam ranglks mendukung pelaksanaan tugas operasional
induknya; dan

Jabatan Fungsional adalah kecdudokan yang menunjukan  tugas,
tangpungjawab, wowenang dan hak sescorang Pegawai Nepen Sipil dalam
satuan organisasi vang dalam pelaksanaan tugasnyva thdasarkan pada
keahlian dan lkketerampilan tertentu serta bersifat mandin.

Ketentuan dalam Pasal 2 avat (1) angka 2 huruf ¢ angka & dihapus, sehingga
Pasal 2 berbunyt sebagai beriboul @

(1}

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2
Unit Pelaksana Teknis Dinas [UPTDY, terdiri dari |
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari
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a. UPTD Satuan Pendidikan Schkolah Dasar (8D) terdiri dari

UPTD 8D Negerd 1 Metro Pusat;
UPTD 313 Neger 2 Metro Pusat;
UPTD 5D Negeri 3 Metro Pusat;
UPTD SD Negen 4 Metro Pusat;
UPTD SD Negeri 5 Mewro Pusat;
UPTD SD MNegeri & Metro Pusat;
UPID 50 Negenn 7 Metro Pusat;
UPTD 8D Neperi & Metro Pusat;
UPTD 50 Neperi 9 Metro Pusat;
. UPTD 8D Nepenn 10 Melro Pusat;
UPTD SD Negeri 1 Metrn Pusat;
UIPTD SD Negeri 12 Wetro Pasat:
UPTT} ST} Negeri | Metro Utara;
UFTD 5D Neweri 2 Melrn Uiara;
15. UFPTD 8D MNegeri 3 Melro Utara;
16, UPTD 30D Negen 4 Metro Utara;
17. UPTD 80 Negen 5 Mewro Utarae;
18, UPTD 8D Negen 6 Metro Ulars,
19, UPTD 8D Negen 7 Metro Utara;
20, UPID 5D Negen 8 Metro Ulara;
21. UPTD 8D Negenn 1 Mowro Barat;
22, UPTD 8D Neperi 2 Metro Baral;
23, UPTD 5D Negerl 3 Metro Baral;
24. UPTD 8D Negeri 4 Mctro Barat;
25. UPTD 35D Negeri 3 Metro Baml;
26, UPTD 8D Negeri 6 Metro Barat;
27. UPTD 3D Negeri 7 Metro Bara,
28. UPTD 3D Negeri 8 Mctro Barat;
29 UPTD 3D Negeri 9 Mcetro Barat;
30. UPTD 3D Ncgeri 1 Metro Tirmur,
31. UPTD 8D Negeri 2 Mctro Timur,
32. UPTD 8D MNegeri 3 Metro Timurn
33. UPTD 3D Negeri 4 Mctro Timur,
34. UPTD 5D Negeri 3 Metro Timur;
35. UPTD 5D Negeri 6 Metro Timur;
36, UPTD 8D Negen 7 Metro Tirmur;
A7. UPTD 8D Negen 8 Metro Timur;
38. UPTD SD Nepgeri 9 Metro Timur;
3y, UPTD 8D Negeri 10 Mcetro Timur,
40. UPTD 8D Negeri 1 Metro Sclatan;
41. UPTD 8D Negeri 2 Metro Sclatan;
42, UPTD 8D Neperi 3 Metro Sclatan;
43. UPTD 5D Negeri 4 Metro Selatan,
44, UFTD S Negeri 5 Metro Sclatan;
45. UPTD 3D Negeri & Metro Sclatan;
46, UPTD B0 Negeri 7 Metro Selatan; dan
47. UFTD 3D Negeri 8 Metro Sclatan;

b. UPTD Satuan Pendidikan BSekolah Mcncngah Pertama (SMP)
lercdin dart -
1. UPTD SMP Negeri 1 Metro, Mctro Masat,
2.  UPTD SMF Negeri 3 Metro, Mertro Pusat;
3. UPTD SMP Negeri 10 Metro, Metro Pusat;
q
o

e B~ S gl e

e el e ek
I D B o= D

UPTD SMP Negeri 2 Metro, Metro Timur;
UPTD SMP Negeri 4 Metro, Metro Timoar;
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5.  UPTD S8MP Negeri 7 Mctro, Metto Timut;

7.  UPTD SMP Negeri & Metro, Metro Utara;

B. UPTD SMI* Negen 8 Metro, Metro Utara;

9.  UPTD SMP Neweri 9 Metrn, Metro Barat; dan
10, UPTD SMP Negeri 5 Metro, Metro Selatan,

c. UPTD Sanggar Seni dan Budaya; dan
d. UPTD Musat Pelayvanan Autis.

Dinas Keschatan, terdice dari
a.  UPTD RSUD AYANT Kala Melro;

b, UPTD RSUD Sumbersari Bantul Kota Metro;

. UPTD Puskesmas, terdiri dari ¢
LIPTT) Puskesmas Metro:

UPTT} Puskesmas Yosaomulyo,
LIPTT» Puskesmas Banjarsari;
UPTD Puskesmas Ganjaragling,
UPTD Puskesmas lringmulyo;
Dihapus,

UPTD Puskesmas Mulyojati;
TIPTT Puskeamas Karangrejo;
UPTD Puskeasmas Ynandadi:
IIPTT) Puskesmas Purwasart.,
UPTD Puskesmas Tejo Apung; dan
12. UPTD Puskesmas Margorejo.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, terdir dan :
a. UPTD Pengairan; dan

b.  UFTD Pengelolaan Air Minum.

W Gpind Rl Rl BA

— =
- O
- :

Dinas Perumahan dan Kawasan FPermuldaman, vaita ;

- UPTD RUBUNAWA,

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penpendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu :

- UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, terdiri dar ;
a. UPTD Balai Benih dan Alat Mesin Pertanian [Alsintan);
b.  UPTD Balai Benih lkan [(BEIL};

e.  UPTD Rumah Potong Hewan (RIPH) dan Laboratorium Keschatan
Masvarakat Veteriner (Kesmavet);

d.  UPTD Pusat Kesehatan Hewan {Puskeswan);

&,  UPTD Pembibitan Ternal: dan

f. LUPTD Balai Pelaksana Penvuluhan Pertanian.

Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

= UL Pengelolaan Akhir Sampah dan Instalasi Lampur Tinga
(PAS dan ILT).
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4. Dinas Perhubungan, terdir dan :
a. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
.  UPTD Pengelolaan Perparkiran;
.  UPTD Terminal Kota; dan
d. UPTD Terminal Barang Tejo Agung.
10. Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu :
- UPTD Radio Pemerintah Daerah.
11. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, yaitu :
UPTD Pengelolaan Gelanggang (Mahraga.
12. Dinas Perdapangan, lerdin dari :
a. UPTD Pengelolaan Pasar; dan
k.  UPTD Metrologi Legal.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah KEota Moelro, lerdiri dari :
a. UPIB Eas Daerah; dan
b. UFTB Pemanfaalan Aset Daerah.

Bagan Strulktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan/atau Badan
[UPTD,/UPTH} sebageimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran 11,
Lampiran III, Lampiran TV, Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan
Walikals iri.

3. Ketcntuan dalam Pasal 23 aval (1) diubah dan ayat (2) ditambah 1 {satu) hurud
vaitu huraf j, schingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

(L)

(2]

Bagian Kelima
UPTD Rumah Sakit Umuom Daerah Ahmad Yani
Pada Dinas Kesehatan Kota Metro

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi
Pasal 23

UPTD RSUD A YANI mempunyai tugas pokok melaksanakan upayva
kesehatan sccara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan
upava peningkatan, pencegahan penyembuhan, pemubhan dan
melaksanakan npaya mjukan.

Untuk melaksanakan migas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

UPTD REBUD A YAN], mempunyal fungsi :

a. Penyusunan program dan pelaksanaan pelavanan medik, penungang
medik serta penunjang non medik kegiatan rumah salat;

b. Pelaksanaan keglatan pelayanan asuban medik dan  pelavanan
asuhan keperawatan;

c. Penyelengsaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan Kesehatan
scsual denpan standar pelayanan rumah sakit;

d. Pemeliharaan dan peningkatan keschatan perorangan melaha
pelayanan kesehatan wyang pariparna sesual dengan kebutuhan
medis;

. Pelaksanan dan pengawsasan terhadap standar pelayanan minimal

gerta pelaksanaan akreditasi yvang wajib dilaksanakan oleh rumah
salat;
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f.  Penyelenggaraan peneliian, pengemhangan, pendidikan dan
pelatihan medik;

g, Pelaksanaan fungsi sosial dengan memperhatikan kaidah ekonomi
masyarakat;

h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
meningkatkan kualilas dibidang pelayanan keschatan;

i.  Perencanaan, pelaksanaun dan pertanggungjawaban keuangan serta
penggunaan dan penatausahaan barang milik dacrah; dan

j.  Pelaksanasn tupas lain yang diberikan Atasan scsuml tugas dan
fungsinysa.

4.  Ketentuan dalam Pasal 24 ayar {2) dan ayat (9) diubah, schingega Pasal 24
borbunyi sebagas) berlaat

(1)

2}

(3

{#]

(5}

(&)

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 24

Susunan Crganizasi UPTD RBUD A YAN], terdini dan ;
a. Direktur;

b, Wakil Direkiur,

¢. HKepala Bidang;

d. EKepala Bagian:

e, Kepala Seksi,
f. Kepala S3ub Bagian; dan
g. Kelompok.labatan Fungsional.

Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huraf a, dipimpin aleh
Direktur Rumah Sakit yang merupakan Jabatan Struktural Eselon TLh
atan Jabatan Pimpinan Tinggl Pratama yang berada dibawah  dan
bertangsuing jawab kepada Kepala Dinas Keschatan,

Walkil Direktur scbagaimana dimaksud pada aval (1} huraf b, merupakan
jabatan SBtruktural Esclon IIl.a atau Jabalan Adrmnisiraiwr yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Dirckiur Rurmah Sakit.

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf ¢, merupakan
jabatan Struktural Esclon [I.b atau Jabatan Administrator yang herada
dibawah dan bertanpgsung jawab kepada Dircktur Rumah Sakil melahai
Wakil Direkrur.

Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul d, merupakan
jabatan Struktural Eselon IILb atau Jabatan Administrator vang berada
dibawah dan bertangsung jawab kepada Direkiur Rumah Sakit melalui
Waldl Direlotur.

Kepala Beksi sebagnimana dimaksud pada ayvat (1) hurul e, merupakan
jabatan Struktural Esclon [V.a atau Jabatan Penogawas yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang,



jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

(7]

(£]
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Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurof f
merupakan jabatan Struktural Eselon 1V.a atau Jabatan Pengawas vang
berads dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Baglan.

Kelompolk Jabatan Fungsional scbagmimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g, dipimpin oleh scorang pejabat fungsional senior yang berada dan
bertangpung jawab kepada Kepala UPTD.

Struktur Organisasi UPTT: RSUD AYANI sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [V wang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan
Peraturan Walikota ini.

5. Ketentuan dalam Pasal 25 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbungi
schapai berikut ;

(1]

Paragraf 3
Uraian Tugas
Pagal 25

Dircktur UPTD RSUD A YANI dilelapkan selalu kuasa pengguna anggaran
dan kuasa pengguna barang serla  mempunyal  tugas  menuimpin,
mengkoordinasilan, merumuskan sasacan, membina, mengarahkan dan
menyclenggarakan seluruh kegiatan unil organisasi Rumah Sakit Umum
Dacrah Ahmad Yani sesuai kebijaken vang ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Dircktur UPTD RSUD A YANT mempunyai tugas dan kewenangan, sebagai
berikut

a. Meomusun Eencana Kena Dan Anggaran;

b, Menvusun Dokumen Pelaksanaan Anpggaran;

¢,  Menandatangam Sural Perinlah Membayar;

d.  Mengelola  utang dan piutang daerah vang menjadi tanggang
JawHbnvHE;

e, Menyvusun  dan menvampaikan laporan pertenggungjiawaban
kewangan, batang rlik daerah dan Kepegawaian UPTD RSUD A YANI
kepada Kepala Dinas Kesehatan;

.  Menelapkan pejabal  pelaksana  teknis  kegiatan dan  pejabat
penalavusahesn keuatigan;

. Menclapkan pejabal lainnya dalam UPTD RSUTY A YANI dalam
rangks pengelolaan kenangan daerah;

h, Menyusun laporan perlanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja UPTD RSUD A YANT yang dipimpinnya;

i.  Menvampaikaen Rencans Kerja dan Anggaran serta dolumen
pelaksanaan anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah
melalia Pojabal Penpelola Keuangan Daerah untuk diverilikasi sesuai
dengan kelenluan peraturan perundang-undangan;

Jj.  Melakukan pengelolaan dan pembinaan pegawal di ingkungan UPTD

RSUD AYAN] sesuml dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan; dan

k. Melaksanakan lugas lain yang dibenkan oleh Alasen sesosi dengan
peraturan perundang-undangan yang berlalog.
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£, Ketentuan dalam Pasal 26, sehingga kesclaruhan Pasal 26 berbuny sebagaa
berikut :

Pasal 26

Waldil Direlstur UPTD RSUD A YANI terdirt dari ¢

I

2)

Walal Direkiur Pelayvanan

Walkil Direktur Pelavanan mempunyal tugas, membantu Direktur dalam
rangka koordinasi, pembinoon, pemantauan, pengawasan, pengendalian
dan penilaian kegiatan  pelayanan medik dan  keperawalan  serla
penivelenggaraan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatiban.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Walal Direkiur Pelayanan
menyelenggarakan fungsi :

Aa. Penyusunan rencana kebijakan di hngkup pelayanan medik dan
keperawatan;

.  Penyusunan rencana kebijalan tentang penelilian, pengembangan,
pendidikan dan pelatiban;

¢, Perurmusan capeian kinerja pelayanan mechk, kepermwatan dan
lithAng-diklat;

d. Pembinaan dan pengendalian  kepiatan  pelayanan  medik,
keperawatan, litbang dan diklat; dan

.  Peluksanaan tugas lain yvang diberikan olch Atazan sesuan dengan
tagas dan fungsinya.

Wakil DMrekiur Perencanaan, Keuangan dan Ketatausahaan

Walil Direlttur Perencanaan, Kocuangan dan Ketatausahasan  mempuinyai
tagas, membantu Direktur dalam rangka keordinasi, permnbimaan,
pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pernlaan pelaksanaan
perencanaan, pengclolaan keuanpan, dan kegiatan kelatausahaan,

Untuk mclaksanakan tugas terscbut, Walal Direkiur Perencanaan,
Keuangan dan Ketatansahaan menyclenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kohbijakan tontang porencranasn, monitonng,
cvaluasi dan pelaporan serta rekam medik;

b. Penyusunan rencana kebijakan tentang penyvusunan  anggaran,
perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;

e Penyusunan rencana kebijakan tentang kepegawaian, perlengkapan
dan umum;

d. Peramusan  capaian knerja  perencanaan, keuangan dan

ketatanvizsahaon,

it Pembinaan dan pengendalian kegiatan perencanaan, keuangan dan
kctatausahasn; dan

L Pelaksanaan tugas lain vang dibenkan Alasan sesus dengan Dgas

dan lunpsinya.
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7. Kewentuan dalam Pasal 27, schingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai
beriout ;

Pasal 27

Kepala Bidang UPTD RSUD AYANI, terdin dari :

L)

2)

Kepala Bidang Medik

Kepala Bidang Medik mcompunyai tugas, membanm Wakil Darcktur

Pelayanan dalam  rangka  koordinasi, pembinaan, pemantauvan,

pengawasan, pengendalian dan penilaian kegialan pelayanan medik dan

penunjang medik.

Untuk meclaksanakan tugas  tersebut, EKepala Bidang Medik

menyelenggarakan fungsi

a. Penyusunan rencana kebijakan pelayanan medik dan penunjang
medik;

b. Penyusunan proscdur pelayanan dan pelaporan kinerja pelayanan
medik dan penunjang medik;

¢.  Penyusunan standar mutu pelayanan medik dan penunjang medilk;

d. Penyusunan metoda dan  instrumen  pelaksanaan pemantauan,
pengawasan, pengendalian dan penilaian mutu pelayanan medik dan
penunjang medik;

e. Penilaian kinerja Bidang Medik; dan

f.  Pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
tupgas dan fungsinya.

Kepala Bidang Keperawatan

Kepala Bidang Keperawatan mempunyai lugas, membantu wakil Direlchar
Pelayanan dalam rangka keoordinas, pembinaan, pemantauan,
pengawasan, pengendalian dan penilalan kegialan pelayanat keperawatan
dan sarana keperawatan.,

Untuk  melaksanakan  lugas lersetal, Bideng  Keperawatan

mervelengearalan lungs: ;

4. Penyusunan rencana kebijakan pelayanan keperawatan dan sarana
kEeperawalan;

b. Penyusunan proscdur pelayanan dan pelaporan kinerja pelayanan
koepurawalan;

¢ Penyusunan  slandsr mulu pelayvanan keperawetan dan sarana
keperawalar;

d.  Penyusunan meloda dan instrumen  pelaksanaan pemantauat,
pengawasan, pengendalian dan penilaian mutn sarana dan

pelayansn keperawsatan;
¢. DPenilaian kincra Bidang Keperawatan; dan

[ Pelaksanasn igas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tupas dan fungsinva.
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Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Pendidikan dan Pelatihan

Kepala Bidang FPonclitian, Penpembangan Sumber Daya Manusia,
Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas, membantu Wakil Direkur
Pelayanan dalam rangka  koordinasi, pembinaan, pemantavan,
pengawasar, pengendalian  dan  penilaian kegiatan  penelitian,
pengembanpan sumber dava manusia, pendidikan dan pelatihan.

Untuk melaksanakan tugas tersebul, Bidang Penclitian, Pengembungan

Sumber Daya Manusia, Pendidikan den Pelatihan menyclenggarakan

Tungsi -

a. Penyusunan rencans program penelitian, pengembangan sumber
daya manusia, pendidikan dan pelatihan;

b. Pemyusunan proscdur penelitian, pengembangan sumber daya
manusia, pendidikan dan pelatihan,

¢, Pemyusunan standar mutu penelitian, pengembangan sumber daya
manusia, pendidikan dan pelatihan,

d. Penyusunan meiods dan  instrumen  pemantauan, pengawasun,
pengendalian  dan  penilaian pelaksanaan  kegiatan penelitian,
pengembangan surnber daya manusia, pendidikan dan pelatiban;

e. Penilaian kinerja Bidang Penelitian, Pengembangan sumber daya
manusia, Pendidikan dan Pelatihan; dan

f.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Alasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

#. HKetentuan dalam Pasal 28 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 28 berbuny
sebagal berikut :

Pasal 28

Hepala Bagian UPTD RSUD A YANI, terdiri dari ¢

1]

Kepala Baglan Perencanaan dan Humas

Eepala Ragian Perencanaan dan Humas mempunyal tfugas, mcmbantu
Wakil Dhrekinir Perencanaan, Keuangan dan Ketatausahaan dalam rangka
koordinasi, pembinaan, pemantanan, pengawasan, pengendalian dan
penilaian pelaksanaan kepiatan perencanaan, monitorng, cvaluast dan
pelaporan serta kehumasan.

Untuk melaksanakan tagas tersebut, Bagian Perencanaan dan Humas
mcmpunyai fungs ;

2. Penyusunan rancangan program perencanaan dan kehurmasan;
L. Penyusunan prosedur perencanaan dan kchurmasan;
. Penyvusunan standar mmutu perencanaan dan kehumasan;

d.  Penyusunan  metoda  dan instrumen  pemantauan kegilatan
perencansan dan kehumsasar;

=, Penilaian kinerja bagian perencanaan dan kehumasan; dan

i Pelaksanaan tugas lain yang dibenkan Atesan sesual dengan tigas
dan lungsinya.
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3)

Kepala Bagman Keuangan

Kepala Bapian Keuanpan mempunyai lugas, membanta Waldl Dircktur
Perencunaan, Keuangan dan Hetatausahaan dalam rangka koordinasi,
pembinaan,  pemantauan, pengawasan, pengendalian dan penilaan
kepiaian  penyusunan  anggaran, perbendeharsan,  akuntansi  dan
verifikasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Keuangan menyvelenggarakan
Tungsi ;

a. Penyusunan rencana kcbijakan tenlang keuangan,

T» Penyusunan prosedur pernganggaran,

¢.  Penyusunan proscdur penenimaan dan pengeluaran uang;

d

Penvusunan  proscdur  pembukuan, pemeriksaan  dan  laporan
ltewangan;

e Penvusunan metoda  dan  imstrumen  pemantauan  kegiatan
pengealaan kenangan,

f. Penilaian kinerja Bagian Keuangan; dan

g. Pelaksanaon tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinva.

Kepala Bagilan Tata Usaha

Kepala Bagian Tata Usaha mempunysi tugas, membeanig Wakil Darektur

Perencanaan, Keuvangan dan Ketatausahasn dalam rangks keordinasi,

pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan  penilaian

kegiatan administrasi wmurmm, kepegawalan dan perlengkapan.

Unituk tnelaksanalan tugas terschbut, Bagian tata Lisaha

menyelengparakan fungsi @

a. Penyusunan rencana kebijjakan  tentang  admimatrasi umum,
kepegawaian dan perlengkapan;

b. Penyusunan prosedur administrasi kepegawalan, pengelolaan barang
dan administrasi vmum;

o

Penyusunan meteda  dan  nstmamen pomantauan  kegiatan
lkeseliretariatan;

Penilaian kinerja Bagian Tata Usaha; dan
c. Pelaksanaan tugas lain vang diberkan Alasan sesual dengan Tugas
dan fungsinya.

9, Ketenluan dalam Pasal 29 dinbah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbuny:
sebagal berikul ;

Pazal 29

Kepala Seksi UPTD RSUD A YAN] terdiri dari :

1]

Kepala Seksi Pelayanan Medik

Kepala  Seksi Pelayvanatn  Medik mempunyal tagas  merencanakan
kebunthan pelavanan medik dan melalukan pecmantauan pelavanan di
instalasi-instalast medik (rawal jalan, rawat mnap, bedah sentral, gawat
darural, perawalan intensil, haemodialisa dan endoskopi), yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidanpg Medik, dengan
penjabaran tugas sebagai beriloat :
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a.  Menyusun rencana kebutuhan sarana pelayanan medik di instalasi-
instalasi med ik:

b. Menyusun rencana kebutuhan tenapa medik di instalasi-instalasi

medik;

Menyiapkan rancangan standar mutu pelayanan medik;

Menyusun manual pengoperasian peratatlan medilk,

Menvusun jadwal tugas dokter jaga di iInstalasi-inatalasi medile

Memantzu pelaksanaan kegiatan pelayansn medik,

Memantau kondisi peralatan medik di instalasi-instatas medik;

Menvusun laporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pelayanan Medik; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
dang lugasnya.

= I e L

—

Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik

Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik  mempunyai  tugas,

merencanakan kebutuhan pelayanan penunjung medik dan melakulan

pemantausan kepiatan pelavanan di instalasi-instalasi penunjang medik

radiologi, laboratorium  klinik, patologi anatomi, mikrobiologi,

kefarmasian, rehabilitas] medik, gi=, pemeliharaan sarana/prasarana

rurmah  sakit, sanitasi, refrakst offisi, tcrapis gigi dan mulut, penata

aneslesi, rentral sterile supply departement (CSSD), calheterisasi janiung

dan pembuluh darah dan bank darah rumah sakit), vang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Medik, dengan penjabaran

tupgas schagal berikout

a, Menyusun rencana kebutuhan sarana pelayvanan di instalasi-inslalasi
penunjang medik;

B, Menyusun  rencana kebutuhan  tenaga  d1 inslalasi-instalasi
penunjang medik;

. Menyiapkan rancangan standar mutu pelayanan penungjang medik;

d.  Menyusun manual pengoperasian peralatan penunjang medik;

Menyusun jadwal tugas jaga tcnaga keschatan di mstalasi-instalasi
penunjang medik;

f. Memantan pelaksanaan keglatan pelayanan penunjang medik;
g Memantan kendisi peralatan di mstalasi-instalas penunjang medik;

h.  Menjyusun laporan dan cvaluasi kegatan Seksi Pelayanan Penunjang
Medik: dan

i.  Melaksanakan tugas lain vang diberikan olch Atasan sesusi dengan
kidang tugasnya.
Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan

Kepala Beksi Pelayanan keperawatan mempunyst tugss, merencanakan
keburtuhan pelayanan keperawatan, melakukan pemantausn pelavanan
keperawatan di instalasi-instalasi medik dan penumjang medik, yang
berada  dibawah  dan  bertangpung  jawab  kepada Kepala Bidang
Keperawatan, dengan penjabaran tugas sehama benkul -

a. Menvusun rancangan standsar muta pelayvanan keperawatsn di
instolasi-instalasi:

Mcnyusun rancangan prosedur pelavanan dan asubhan keperawatan;

¢. Menovusun rencana kebutuhan tenapa  keperawatan i oanstalasi-
instalasi;
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d.  Menvusun jadwal tupas jagas perawat pengawas di instalagi-instalasi,

e.  Memantau pelaksanaan kegiatan pelayvanan Keperawatan;

f. Menyusun laporan  dan  evaluasi  kegiatan Secksi  Pelayanan
Keperawatan; dan

¢ Melaksanakan tugss lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.

Kepala Seksi Sarana Keperawatan

Kepala Seksi Sarana Keperawatan mempunvai tugas, merencanakon
kebutuhan sarana pelayvanan keperawatan dan melakukan pemantauan
pengmunaan sarana  kKeperawatan di  instalasi-inslalasi mmedik dan
penunjang medik vang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang Keperawatan, dengan penjabaran tugas sebagai beriloat

a. Menyusun rencana kebutuhan sarana pelayanan keperawatan da
inatalasi-instalnsi;

Menyusun manal pengoperasian sarena keperawatan;

c. Memantau pengpunaan sarana keperawatan dan kondisi sarana
keperawalat;

d.  Menyusun laporan dan evaluasi kegiatan Seksi Sarana Keperawatan;
cddan

e, Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kepala Seksi Peneliian dan Pengembangan Sumber Taye Manusia
mempunyal [ugas  pokok merencanakan kebutuhan  penelitian dan
pengembangan sumber daya manusia, melakukan pemantavan kegiatan
penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan UPTD
REUD A YANI vang berada dibawah dan bertanggung jewab kepada Kepala
RBidang Penelitian, Penpembangan Sumber Dava Manusia, Pendidikan dan
Pelatihan dengan penjabaran tugas scbagal benkul :

a.  Menyusun rencana kebutuhan penelitian dan pengembangan sumber
daya manusia di lingkungan intern rumah sakil;

b, Menyusun rancangan proscdur penelitian  dan  pengembangan
sumber daya manusia bagi pihak internal dan eksternal ramah =sakit;

c.  Menyusun rancangan standar mutu penelitian dan pengembangan
sumber daya manusia,

d. Memfasilitasi, melaksanakan dan memantau pelaksanaan penelitian:
Menvusun laporan dan evalussi kegialan seksi penelitian dan
pengembangan sumber daya manusia, dan

f. Melaksanakan tugas lan yang diberkan Atasan =esua dengan lagas
dan funpsinya,

Kepala SBeksi Pendidikan dan Pelatthan

Kepala Scksi Pendidikan dan Pelaliban mempunyai tugas, merencanalkan
kebutithan  pendidikan dan  pelatihan dan melakukan pemantaaan
pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan, yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelibian, Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan,
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Penjabaran tugas Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut :
a.  Meoyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan;

b,  Menvusun rancangat standar mutu pendidikan dan pelatihan;

¢.  Menvusun mancangen prosedur pendidikan dun pelatihan bagl pihak
intermal dan ekslermnal nmah saldt;

d. Memfasilitasi, melaksanakan dan memanlau pelaksanaan pendidikan
dan pelatihan;

c. Menyvusun rencana kebutuhan dan menyelenggarakan perpustakaan,

Menvusun laporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pendidikan dan
Pelatihan;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Alssan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

10. Ketentuan dalam Pasal 30 diubah, ayat (B) huruf ¢ dihapus, schinpgs
keseluruhan Pasal 30 berbunyi schagal berikout

Pagal 30

Ecpala Sub Bagian UPTD RSUD AYANI, Llerdin dar .

1]

Kepala Sub Bagian Perencanssan

Kepala 3ub Bagian Perencanasan mempunyal TUgas, MENyusun ICHICAR

seluruh kegiatan dan kebutuhan rumah sakit vang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Rekam Medik,

dengan penjabaran tugas scbhagal benkul :

a. Menghimpun usulan kegislan dan kebutuhan dari seluruh bidang,
bagian dan instalasi;

B. Mcoyusun rencans kegiatan dan kebutuhan rumah salat untuk
Jjangka pendek, menenpah dan panjang;

c. Memyusun  rancangan prosedur dan penjadwalan proses
PCICIICHENAAT;

d.  Menyusun laporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
cdan

e, Melaksanskan lugas lain vang diberikan Atasan sesual dengan tugas
dan fungsinya,
Kepala Sub Bagian Monitoring, Bvaluasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas,
melakukan pemantauan, penilaian dan pelaporan atas semua kegiatan
rumah sakit vang lelah tertuang di dalam perencanaan talunan rmumah
sakit vang berada dibewah dan bertanpgng jawab kepada Kepala Baglan
Perencanaan dan Rekam Medik, dengan penjabaran tugas schagai berikut:

#.  Menvusun rancangan meinda dan instrumen pemantauan dan
penilaian kegiatan rumah salat;

b,  Menyusun hasil penilaan kegatan rumah salat;
WMenyusun bahan pelaporan bulanan, tri bulanan dan tahunan;

Menyusun laporan dan evaluasi kcgiatan Sub Bagian Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan; dan
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e, Melaksanakan tugas lain vang diberikan Atesan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Humas

Kepala Sub Bagian Humas mempunyai tigas menyusun rencana kegiatan
kehumasan, penycharluasan den pengendalian informasi rumah saladt,
dengan penjabaran tupas schagai beriloat :

A  Menyusun rencana kegiatan di bidang kehumasan;
k.  Menyusun standar operasional prosedur sub bagian humas;

¢, Menyiapkan bahan koordmasi dan kerjasama dengan lembuaga
dan/atan instansi lain dibidang kehumasan;

d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian sub bagian
humas;

e, Menyusun laporan dan evaluasi kegiatan sub bagian humas;

f.  Melaksanakan tupas lain vang diberikan Atazan sesual dengan tugas
dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Anggaran

Kepala Sub Bagian Angparan mempunyai tugas, melakukan penyusunan
Angparan Pendapatan dan Belanja rumah salkit, berada dibawab dan
bertanggung jawab kepads Kepala Bagian Kevangan dengan penjabaran
tigas sebagai berikut :

a.  Menyusun rencana anggaran pendapatan rumah salat;
b,  Menvusun rencand anggaran belanja rumah sakit;
c.  Menyusun laporan dan evalusi kegiatan Sub Bagian Anggaran;

d. Melaksanakan tugas lain vang diberikan Atazan scsual denpan tugas
dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Perbendabaraan

Kepala Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai twgas, mclaksanakan
kegiatan mengumpulkan dana dari penerimaan fungsional rumah sakil
dan pencrimaan lainnva serlta melaksanakan tata usaha keuangan,
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keusangan
dengan penjabaran nugas sebhagai berilout

a. Memyusun rencans eargel dan realisasi penerimaan rumah sakit;

b. Menpawasi  dan mengendalikan penerimaan, poncatatan,
penyimpanan, pengalokasion dan pembayaran Anggaran Helanja
Rutin;

c.  Mengendalikan dan  mengevaluasi  pencatatan dan  penyetoran
penerimaan rumah sakit;

Mclaksanakan pembinaan terhadap bendaharawan;
Menyimpan bukii pengeluaran dan penerimaan;
Menyusun laporan pertanggungiawaban kevangan rumah salat;

mo™t o0 oA

Menyusun laporan dan evaluasi kepiatan Sub Bagian
Perbendaharaan;

h. Welaksanakan lugas lain vang diberikan Atasan sceual dengan tugas
dan fungsinya.
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Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi

Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Verilikasi mempunyal  tugss,
melaksanakan kegiatan akuntansi, pemcriksaan keuangan dan verifikasi,
berads dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan
dengan penjabaran tugas sebagai beriloat

a. Mengumpulkan dan mencatat bukti-bukli transaksi penerimasn dan
pengeluaran rumah sakit;

I, Meneliti dan memeriksa bukti-bukt penerimaan dan pengeluaran
rummah saldt;

e, Memeriksa pembukusn dan kes bendabarzowan;

d. Menyiapkan bahan pembinaan pengendalian keuangan intern rumah
salcit;
Membukukan dan menyusun laporan keuangan rumah saldt;

f  Mecnyusun laporan hasil pemeriksaan keuangan rumah sakirt;

g.  Menvusun laporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Aluntansi dan
Venhkas;

h. Melaksanakan lugas lain yvang diberikan Atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinva.

Kepala Bub Bagian TTmum

Kepala Sub Bagian Umurn mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
urusan wmum, pernulasaran jenazah dan binatu rumah sakil yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha,
dengan penjabaran (ugss sebagai beriloat

4.  Menyusun prosedur surat menyurat dan kearsipan;

b. Menyvusun rencana  dan melaksanakan  pengadaan ATK dan
pongeandaan;

c.  Menvusun prosedur dan mengendalikan penggunasn gedung, sarana
komunikasi, avdio visnal, sarana mobilitas dan penenmaat tamu,
pemulasaran jenazah dan binatu ramah sakat;

d. Menyvusun dan menyiapkan agenda rapal dinas dan kegiatan
Direktur serta Waldl Direlobar;

e, Menyusun prosedur dan mengendalikan  keamanan, ketertiban
kebersihan dan keindahan lingkungan ramah sakit;

Melaksanakan kegiatan kehumasan dan hukum;
Menyusun laporan dan evaluaei kegiatan Sub Bagian Urmum,

o

h. Melaksanakan tugas lain vang dibenkan Arasan sesuai dengan tugas
dan lungsinya,

Kepala Sub Bagian Kepegawailan

Kepals Sub Bapian Kepegawsnian mempunyai  lugas melaksanakan
nenpelolaan administrasi kepegawaian, dengan penjabaran tugas sebagal
berikut :

a. Melaksanakan administrasi kepegawaian;

.  Menyusun rencana kebutuhan pegawati;

. dihapus;

d.  Menyusun rencana peningkatan kescjahterasm pegaoswar,
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e. Mcnyusun laporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Kepegawaian;

. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesnai dengan tugas
dan fungsinya.

9] HKepala Sub Bagian Perlengkapan

Kepala Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas, melaksanakan
administrasi perlengkapen dan gedung, vang berada dibawah dan
bertangaungjawab kepads Kepala Bagian Tata Usaha dengan penjabaran
Migas sebagal beriloat :

a. Menyusun kebuluhban pengadaan dan pemeliharaan gedung dan
barang;

Melaksanakan inventarisasi gedung dan barang;

Menvusun prosedur dan melaksanakan proses penghapusan barang;
Menyusun laporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Perlengkapan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

o oo

11. Di antars kelentuan Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 7 [tujuh) Pasal yaitu
Pasal 31A, Pasal 318, Pasal 31C, Pasal 31D, Pasal 31T, Pasal 31F dan
Pasal 316G, schingps Pasal 31 berbunyi sebagal berkut :

Pasal 31A

(1} UPTD RSUD Sumbersari Bantul mempunyai fugas melaksanakan
pelayanan kesehatan peroranpgan paripurna berupa pelayanan kuratif,
rchabilitatif dan promaotil serta melaksanakan pelayanan rujukan.

(2] Umntuk melaksanakan tugas pokok schapgaimana dimaksud dalam ayat (1),
UPTD RSUD Sumbersari Bantul, mempunyai lungsi :
4., Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPTD
RSUD Sumbersart Bantul;

. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelsksanasn anggaran
UPTD REUD Bumbersar Bantul;

. Penyusunan standar dan prosedur pengelalsan UFTD RSUD
Sumbersari Bantul;

d. Penvelenggaraan pelayanan moedik umum;

w

Penyvelenggaraan pelayanan medik spesialis dasar;

Penvelenggaraan pelayanan spesialis penunjang medik
Penyelengpgaraan pelayanan keperawsatan dan kebidanan;

= m

Penyelenggaraan pelayanan penumang medik;

[
1

Penyelenggaraan pelayanan penunjang non klink
Penyelenggaraan pelayanan kegawatdaruratan;

r e

Penyelenggaraan pelayanan rajukan dan ambulans,
Penyelenggaraan peninglkatan mutu pelayanan;
cnyelenpoaraan urusan rekam medis;

—_
i

Ponvelenpearaan pelavanan kesehatan dan keseglamatan kerja;

° B B

Penyelenpgaraan kesehalan ingkungan ramah sakit;
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(L)

(3

(4)

i)

p. Penyelenggaraan pelayansn permulasaraan jenazah;
q. Penyclenggaraan keselamatan pasicn;

r.  Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
tenaga kesehatan;

s. Pelaksanaan fasilitusi penelitian dan pengembangan  pelayanan
keschatan;

t. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dalam upaya
meningkatkan pelayanan kesehatan perorangan;

u. Penyvediaan, penatausahaan, pengsunaan, pemelibaraan dan
perawatan prasarana dan sarana kerja;

v. Pemberian dukungan pelayanan medis kepada masyarakat dan
perangksl daerah,

w. Penyelenggaraan sistem informasi manajemen rumah sakit,
%, Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan;

v. Penpelolaan kernsipan dan rekam medis UPTD RSUD Sumbersari
Banilul;

z. Pelaporan dan pertangmungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
UPTD RSUD Sumbersari Bantul,

an. Pelaksanaan tugas lain yang dibenkan Atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Pasal 21B
Suzunan Organisasi UPTD RSUD Sumbersari Bantul, terdiri dart
a. Direktur:
Kepala 5ub Bagian Tata Usaha;
Kepala Selsi Pelayanan dan Penunjang Medis;
Kepala Seksi Pelayanan Keperawalan; dan

oo

Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala UFT'D scbhagaimana dimaksud pada ayat (1) huruaf a, dipimpin olch
Direktur Rumah Sakit vang merupakan jabatan Essclon [ILb atau Jabatan
Administrator yvang berada dibawah dan bertangsung jawab kepads
Kepala Dinas Kesehatan,

Kepala Sub Bagisn Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, merupskan jabatan Strukiural Eselon 1V.a atau jabatan
Pengawas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
UPTD.

Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis sebapaimana dimaksuad
pada aval (1) ot ¢, mermapakan jabatan Struktural Eselon [V.a atau
jabatan Pengawas yang berada dibawah dan bertangpung jawab kepada
Kepala UPTIL.

Kepala Scksi Pelayanan Keperawalan sehagmimana dimaksad pada ayat
{1} hurufl 4, merupakan jabatan Stuktural Eselon IV.a atau jabatan
Pengawas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
UPTD.
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(&5}

(7)

(L)

(2]

(1}

{2)

Kelompok Jabatan Fungsional sebapgaimana dimaksud pada ayat (1]
huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dan
bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagan Organisasi UPTD  RSUD  Sumbersari Banmil  sebagaimana
tercantum  dalam Lampiran [V.a yang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dan Peraturan Walikota ini.

Pasal 31C

Direktur UPTD RSUD Sumbersari Bantul mempunyai tugss memimpin,
menpendalikan, merumuskan saseren, membina, mengarahkan dan
menpgkoordinasikan  penyelenggarasn  pelayananan  UPTD  RSUD
Sumbersari Bantul sesual  kebijakan yang ditelapkan  berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Direktur UFTD RSUD Sumbersari Bantul yaitu |
a. Memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan
pelayanan UPTD RSUD Sumbersari Bantul;

L. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sub  bagian, BSeksi dan
Kelompok Jabatan Fungsional,

¢.  Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD dan/atau
Instansi Pemcrintah/Swasta dolam pelaksanasn lugas dan fungs:
LUPTD REUD Sumbecrsan Baniul;

d, MWengembangkan inovasi pelayanan keschatan dan manajemen di
UFTD RSUD Sumbersan Banpal,

e, Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi UPTD RSUD Sumbersari Bantul; dan

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan scsua dengan
peraturan perundang-undangan yang berlak.

Pasal 31D

Kepala Sub Bapian Tala Ussha mempunyal tugas menyiapkan bahan
penyusunan program, pengelolaan urusan ketatausahan, kepegawaian,
kewangan, pengendalian, pengawasan dan cvaluasi kegiatan pelayanan
serta pelaporan.

Penjabaran tugas Sub Bagian Tata Usaha, schagan berikul .

a. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja
UPTD RSUD Sumbersari Bantul;

b. Melakukan pengelolaan administrasi hkepegawaian, pengelolaan
administrasi keuangan, pengelolasn urusan rumsh tangga dan
perlenglapan;

c. Mclaksanakan pengelelaan  manajemen sural  menvural  dan
kearsipan;

d. Melaksanakan pengawasan kinerja dan disiplin pegawai;
e, Melakukan pengelolaan terhadap asct milik daerah;

Melaksanakan koordinasi dan kerjassma/ kemitraan dengan penyedia
jasa asuransi kesehatan;

. Memifasilitasi kegiatan penclitian dan pengembangan pelayanan
kesehatan;
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h.

Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi dokumen
pelaksanaan anggaran dan kegialan setiap bagian secara berkala;

Melaksanakan publikasi dan  informasi  pelaksanan  kegiatan
pelayvanan keschalan;

Melaksanakan koordinasi, pemeriksasn, analisis, laporan dan
evaluasi internal seluruh kegiatan UPTD R3UD Sumbersari Bantul;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai tugas
dan fungsinya.

Pasal 31E

Kepala Seksi Pelayanan Dan Penunjang Medis mempunyai  tugas
merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelavansn penunjang
medis.

Penjabaran tugas Seksi Pelayanan Dan Penunjang Medis, schagai herikut

.

k.

Menyusun  program  dan  rencena  kerja Scksi Pelayanan Dan
Penunjang Medis;

Menviapkan bahan penyvusunan dan permusan kebijakan, petunjuk
tekmis, PenCAana atrategls, pendistribusian
perlengkapan/ peralatan/inventaris pelayanan medis dan penunjang
medis;

Melaksanakan dokumen pclaksanaan anggaran  dan  mencana
anggaran UPTD RSUD Sumbersan Bantul sesuai lingkup tupasnya;

Menyusun slandar pelayanan medis dan penunjang medis , standar
operasional  prosedur, monitoring, evaluasi, pengawasan  dan
pembinaan kegiatan pelayanan pemunjang medis;

Mclaksanakan lkoordinasi kegiatan pelayanan medis dan penunjang
modis;

Menyelengparakan urusan manajemen rekam medis;
Menyelenggarakan pelayanan gisi, laboratorium, kefarmasian,
radiodiagnostik, rehabilitasi medis, dan pemulasaraan jenazah serta
pelavanan penunjang medis laannya;

Menvelenggarakan kesehatan dan  keselamatan kena, laundry,
sanitasi lingkungan UPTD RSUD Sumbersari Bantul;

Melaksanakan menitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan medhs
dan penunjang medis;

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seks
Pelayanan Medis Dan Penunjang Medis;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan scsum pas
dan lungsinya.

Pasal 31F

Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan bertugas merumuskan dan
melalksanakan kebijakan teknis pelayanan keperawatar.

Penjabaran tugas Scksi Pelayanan Keperawatan, sebagai berikut .

a.
b.

Menyusun rencana dan program kerja Selesi:
Mclaksanakan koordinasi kegiatan keperawatan,
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12.

(1)

(2

{2]

(4]
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¢. Penyiapan bahan kehbijakan, PETEIIUATIEATL, penyusanan,
pengoordinasian, analisa, pemantauan dan  cvaluasi  dalam
pelaksanaan pelayanan keperawatan;

d. Melaksanakan kegiatan pelavanan keperawatan medik dan non
medik;
c. Menganalisa  kebutuhan  tenaga  keperawatan — berdasarkan

perkembangan  pelayanan, schbagal masukan dalam  perencanaan
kebutuhan pegawan,

f. Mengkoordinasikan kegiatan  peningkatan  pengetahuan  dan
keterampilan di pelayvanan kceperawatan melalui pendidikan dan
pelatiban maupun sosialisasi yang diselenggarakan di dalam/di Tuar
rumah sakil,

g Menvusun usulan kebutuhan sarana  prasarana  dan  logistik
keperawatan  beserta  pengadaannya sebagai  bahan  rencana
pengadaan serla penyusunan laporannys;

h. Mengoordinasikan pemantauan mobilisasi dan distribusi peralatan
keperawaran;

3 Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan keperawatan,
j.  Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan keperawatan;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidarig Lgaanya.
Pasal 31G

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melalukan
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional musing-masing berdasarkan
perdluran perundang-undangan yang berlaku,

Kelompok Jabatan Fungsional scbapaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang (erbagi delam berbagai
kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Jumlah tenaga fungsional schagaimana dimalksud pada ayat (1)
ditennikan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
diawur berdasarakan peraturan perundang-undangan yvang berlaku; dan

Pembinaan terhadap tenapa funpsional dilaltulkan  sesuni dengan
peraluran perundang-undangan vang berlaku,

Ketentuan dalam Pasal 32 Avat (1) huruf [ dihapus, sehingga Pasal 32 berbuny
sehagai beriloat

(1]

Pasal 32

UPTD Puskesmas mempunyal tugas pokok melaksanakan kebijakan
pelayanan  keschatan i wilayah keganyva  dan berfungsi
menyelenggarakan upaya keschatan masyarakat dan upaya keseharan
perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif
dan preventif untuk mencapai dergjul kesehaltan masyarakat yang
setinggi-tingginya di wilavah kerjanya, yang terdin darn ;

a. UPTD Puskesmas Metro,
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. UPTD Puskesmas Yosomulyo;

o,  UPTD Puskesmas Banjarsari;

d. UPTD Puskesmas Ganjaragung;
UPTD Puskesmas Inngmulya,
Dihapus;

UPTD Puskesmas Mulyojati;
UPTD Puskesmas Karangrejo;
UPTT} Puskesmas Yosodadi,

j.  UPTD Puskesmas Purwosari;

k. UPTD Puskesmas Tejo Agung; dan
l.  UPTD Puskesmas Margorcjo.

S

Untuk melaksanakan gas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1],
UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi

a. Penyelenggaraan Upaya Keschatan Masvarakar [UKM] tingkal
pertama di wiluyah kerjanya; dan

b. Penyvelenggaraan Upaya Keschatan Perorangan (UKF) tingkat pertama
di wilayah kerjanya.

Dalam menvelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

huruf a diatas, puskesmas berwenang untuk :

a. Mclaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah keschalan
masyarakatl dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperiukan;

b. Mclaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijekan kesehatan;

c.  Mclaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan
masyarakat dalam bidang keschatan;

d. Menggerakkan tnasyvarakat untuk mengidentifilcasi dan
menyelesaikan masalah lesehatan pada scliap tingkat perkembangan
magvarakat yang belkerjasama dengan seklor lain terkait;

.  Melaksanakan pembinaan tcknis lerhadap jaringan pelayanan dan
upaya kesehatan berbasis masvarakat;

f. Melaksanakan peningkatan kompeltensi sumber daya manusia
puskesmas;

g. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan keschatan,

h. melaksanakan pencatatan, pclaporan dan evaluasi terhadap akscs,
mut dan cakupan pelayanan kesehatan; dan

i.  Memberikan rekomendasi terkail masalah kesehatan masvaralkat,
termasuk dukungan terhadap sistemn kewaspadaan dini dan respon
penanggulangan penyalt,

Dalam menyelengparakan funpsi scbagaimana dimalksud dalam ayat (2]
hurul b diatas, Puskesmas berwenang untuk :

a. Menyelenggarakan pelayanan keschatan dasar secara Komprehensif,
berkesinambungan dan bermuty;

h. Menyelenggarakan pelayanan keschalan yang mengutamakan upaya
promotif dan preventif;
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¢ Menyelengearakan pelayanan  keschatan yang beroricnlasi pada
individu, keluarga, kelompok dan masyaralkat;

d. Menyelenggarakan pelayanan keschatan yang mengutamakan
keamanan dan keselurnatan pasicn, petugas dan pengunjung;

e. Menyelenggarakan pelayanan keschalan dengan prinsip konrdinat
dan kerjasama inler dan antar profesi;

f.  Melaksanakan rckam medis;

g.  Melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu
dan akses pelayanan kesehatan;

h, Melaksanakan peningkaian kompetensi Tenapa Keschatan;

i,  Mengkoordinasikan dan mclaksanakan pembinaan  fasilitas
pelayanan keschatan tingkat pertama wilayeh kerjanya; dan

i.  Melaksanakan penapisan rmijukan sesuai dengan indikasi medis dan

sistem najukan.

13. Ketentuan dalam Pasal 149 dinbah, sehingga keseluruhan Pasal 149
berbunyl sebagai berikut :

(1]

(2]

14

(4]

13

&)

(7]

()

(2

Pasal 149

Kepala UPTD pada Dinas Daerah dan Badan Daerah merupakan Jabatan
Suruktural csclon IVa alau jabatan pengawas,

Kepala Sub Bagian Tala Usaha pada UPTD pada Tdinas Daerah dan Badan
Daerah merupakan Jabatan Struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

Kepala UPTD wang berbentuk satuan pendidikan dijabat cleh Jabatan
Fungsional Guru atau Pamong Belajar sesuai dengan leetentusan peraluran
perundang-undangan yang berlaku.

Kepala UPTD vang berbentuk Rumah Sakil Umum Daerah Kelas B dijabat
oleh Direlktur vang merupakan jabalan Esselon b atan Jabalan
Pimpinan Tingg Pratamea.

Kepala UPTD yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat aleh
pejabat Tungsional tenapga keschatan yang diberikan tugas tambahan.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD yang berbentuk Pusat
Kesehatan Masyarakat merupakan Jabatan Strukoaral IVb atau jabaian
Pengawsas,

Kepala UPTD yang berbentuk Rumah Sakit Umum Dacrah kelas [ diyabat
pleh Direktur yang merupakan jabatan Esselon b atau Jabatan
Administrator.

Kepala Sub Bagian pada UPTD yang berbentuk Rumah Sakit Umum
Diaerah merypakan Jabatan Struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

Kepala Secksi pada UPTD wang berbentuk Rumah Sekit Umum Dacrah
merupakan Jabatan Strukoaral esclon 1Va atau jabatan pengawas,
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14, Diantara ketentusn Pasal 152 dan Pasal 153 disisipkan | (setu) Pasal yaitu
Pasal 152 A, sehinpgga Pasal 152 berbunyl sebagai berikut :

Pasal 152 A

Pada saat mulai berlakunya Peraruran Walikots ini, pejabat yang ada tetap
menduduki jabatannya dan  melaksanakan tugasnya sampai dengan
ditetapkannya pejabat yany baru berdasarkan Peraluran Walikota i,

Pagal 11

Peraturan Walikota ind mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memenintshkan pengundangan  Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kora Metro.

Critelapkan di Metro
o pada langgal % fetiber” 2020
/& WALTKOTA METRO,
- e o ) P
o e /' ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tangeal S gedobe 20720

Pj. SEKRETARJS DAERAH KOTA METRO,
/
/ :

MISNAN

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR {]J.j
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